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KUESIONER PENELITIAN 

“RESTRUKTURISASI STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB) MENJADI DINAS 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) KABUPATEN 

BENGKALIS TAHUN 2017” 

 

Responden yang terhormat, 

Bersama ini saya Arif Nugroho Setiawan memohon kesediaannya untuk mengisi daftar kuesioner 

yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada 

program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul 

“Restrukturisasi Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BPPKB) Menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2017”, di Jalan Ring Road Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 

 

 

 

Lampiran 



IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama Responden           :  ........................................................    (L/P) 

2. Usia                                :  ........... Tahun 

3. Pendidikan terakhir        :                       SD                       S1    

                                                                SMP                    S2 

                                                                SMA                   S3 

                                                                Diploma 

 

4. Golongan Pekerjaan       :   .............. 

5. Jabatan/Instansi               :   ........................./................. 

 

Petunjuk : 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i anggap paling sesuai. 

Keterangan : 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

 

 



A. Daftar Pernyataan 

 

1. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana (BPPKB) Menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis tahun 2017. 

 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

Perampingan (Downsizing)/ Pembesaran (Upsizing) 

1 

Terjadi perubahan struktur kelembaggan yang dilakukan 

di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis. 

     

2 

Ada penambahan pegawai untuk memenuhi tugas pokok 

dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis. 

     

Delayering (Pengelompokan Kembali) 

1.  

Terjadi Pengelompokan kembali tugas pokok dan fungsi pada 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BPPKB) sehingga menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis. 

     

Decentralizing (Desentralisasi) 

1.  

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DPPPA) Kabupaten Bengkalis diberi wewenang sebagai 

pelaksana program KLA 

     

 



2. Faktor-Fator yang mempengaruhi Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Menjadi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis tahun 

2017. 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

Faktor inti dari kekuasaan 

1 

Keputusan Bupati Bengkalis menjadi landasan 

berubahnya struktur organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Bengkalis. 

     

2 

Keputusan DPRD Bengkalis menjadi landasan 

berubahnya struktur organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Bengkalis. 

     

  

Faktor Sumber daya Manusia 

1 

SDM yang berkualitas mempengaruhi kinerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) 

Kabupaten Bengkalis 

     

2 

Jumlah Pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis dapat 

dikatakan cukup untuk kebutuh mengisi struktural yang ada. 

     

3 

Pengisian jabatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis sudah 

tepat sasaran dalam memperkuat kewenangan tugas dan 

fungsi unit kerja. 

 

     



Faktor kebijakan pusat dan daerah 

1 

Perubahan struktur organisasi Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DPPPA) sudah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) 

     

 

 

 

2 

Perubahan struktur organisasi Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DPPPA) sudah sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2016 tentang 

pembentukan dan susunan perangkat daerah 

     

 


